BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 29 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan dan kepegawaian serta program
Pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja
dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi
untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berdaya
guna dan berhasil guna,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

2. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan -‘Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri
Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan
Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong

Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
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Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2017 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor 03);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26
Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022
Nomor 27);

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyusun Analisis Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai
tugas sebagai berikut:

a.

b.

C.

memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan analisis
jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
memantau pelaksanaan analisis jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tabalong;

mengolah dan menganalisis hasil analisis jabatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;

menetapkan hasil analisis jabatan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tabalong; dan
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e. membuat laporan hasil analisis jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2& guli Zozz

/f( BUPATI TABALONG, }

6

“ANANG SYAKHFIANI /l‘/

A~




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/396 /2022
TANGGAL 26 Jull 202>

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO. JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM TIM
1. | Bupati Tabalong Pengarah/Pembina
o. | Wakil Bupati Tabalong Penanggung Jawab
3 | Sekretaris Daerah Ketua
4 | Asisten Administrasi Umum Wakil Ketua
5 | Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Tabalong Sekretaris
6. | Inspektur Kabupaten Tabalong Anggota
7. | Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong Anggota
Kabid Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur

8 pada BKPSDM Kab. Tabalong Aoggota

9 Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Angoota

" | Peningkatan Kapasitas ASN &8

Perancang Perundang-undangan Ahli Muda

10 pada Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong Anggota
JF Analis SDMA Ahli Muda Subkoordinator

11. | Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Anggota
Organisasi Setda Kab. Tabalong
JF Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator

12. | Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Anggota
Bagian Organisasi Setda Kab. Tabalong
JF Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator

13. | Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Anggota
Organisasi Setda Kab. Tabalong
Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda 2

s (dua) Orang Kab. Tabalong Anggota
Pengelola Program dan Laporan pada Bagian

15. Organisasi Setda Kabupaten Tabalong Anggota

16 Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi F——

" | pada Bagian Organisasi Setda Kab. Tabalong g8
Pengelola Kepegawaian pada Bagian Umum
L7 Setda Kab. Tabalong Anggota
Pengelola Keuangan pada Bagian Perencanaan

15, dan Keuangan Setda Kab. Tabalong ABEga

19. Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Setda Anggota

Kab. Tabalong
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